Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Analisis Implementas Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas _
Penyerahan Jasa Perjalanan 1badah Umrah Diti [Iyau dari Asas Kepastian
= Analysis of Implementation of Value Added Tax Policy on Umrah
Pilgrimage Services Viewed from the Certainty Principle

Fauzan Rizki Ramzi, author

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920523775& | okasi=lokal

Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu
dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan
berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya
terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dikenakan
PPN dengan besaran tertentu. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapaisu, di antaranyabiro
penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang beranggapan bahwa ibadah umrah dikenakan PPN, dan juga
terdapat penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesual dengan ketentuan dalam peraturan,
sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap
implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah ditinjau dari asas kepastian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasll
penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah
telah sebagian sesuai dengan asas kepastian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kesesuaian dengan
asas kepastian, terutama mengenal ketentuan terkait transit yang memberikan peluang untuk penafsiran
berbeda, dalam hal tidak terdapat definisi terkait dengan durasi maupun kegiatan yang dapat dilakukan
selamatransit. Adapun kekurangan lain berupa penggunaan bahasa dalam penguraian objek pgjak yang
belum singkat, penggunaan istilah dalam penguraian dasar pengenaan pgjak (DPP) yang belum bersifat
konsekuen, dan penguraian DPP yang belum sesuai dengan prinsip netralitas.

...... Umrah pilgrimage service, as part of the religious pilgrimage services, is one of the services that are not
subject to VAT, and with the publication of regulation from the Ministry of Finance in the form of PMK
71/PMK.03/2022, it also has been regulated that religious pilgrimage services, of which include Umrah
pilgrimage services, that also arrange travels to other places are subject to VAT with certain amount.
However, in itsimplementation, there were issues such as umrah pilgrimage bureaus that were under the
assumption that umrah pilgrimage services are subject to VAT, and there were elaborations from Directorate
General of Taxes that do not match with the contents of the regulation, which may cause uncertainty. The
purpose of this study isto analyze the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services viewed
from the certainty principle. This study uses the post-positivist approach and qualitative data collection
method. The result of this study shows that the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage
services has been partially in line with the certainty principle. However, there are still shortcomingsin its
conformity with the certainty principle, mainly about regulation regarding transit that give opportunities for
different interpretations, of which there is no definitions regarding duration of and allowed activities during
transit. There are other lacking aspects, such as usage of language in the explanation of its tax object, usage
of term in the explanation of itstax base that is not consistent, and the explanation of its tax base that is not
line with the neutrality principle.
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